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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu agenda yang telah 

disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) lewat sidang umum 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam upaya untuk memberantas kemiskinan, 

melindungi bumi serta memastikan semua orang menikmati perdamaian dan 

kesejahteraan. PBB sebagp0ai organisasi internasional mengembangkan atas 

program Sustainable Depelovment Goals. 

Pembagunan berkelanjutan (SDGs) merupakan pembangunan yang bersifat 

universal dan inklusif. Penetapan tujuan dan target dalam SDGs mempunyai 

keterkaitan yang komprehensif antar pilarnya yang dijabarkan dari 17 goals 

dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yakni: pilar pembangunan 

sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar 

pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuan akhir yang diharapkan dalam 

pencapaian SDGs yaitu: menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan 

berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut 

terdapat tujuan-tujuan yang menjadi pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, 

pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan 

ekonomi, kota permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta 

perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 
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Pada tahun 2021, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui 

bahwa jumlah pendduk Kota Palembang sebanyak 837,03 ribu jiwa (50,16%)berjenis 

kelamin laki-laki dan 831,82 ribu jiwa (49,84%) berjenis kelamin perempuan. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya pemerintah perlu memiliki 

langkah-langkah strategis kedepannya mengingat jumlah penduduk Indonesia 

termasuk Kota Palembang yang setiap tahun bertambah. Salah satu keuntungan 

dengan banyaknya jumlah penduduk yaitu akan banyak tenaga kerja di Kota 

Palembang. Adapun sebaliknya, dengan jumlah penduduk yang banyak terdapat juga 

ancaman tingginya tingkat pengangguran di Kota Palembang yang disebabkan 

minimalnya lapangan pekerjaan. 

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 berdasarkan 

kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah yang memiliki Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Sumatera Selatan, yakni 10,11%. Jumlah 

angkatan kerja di Kota Palembang pada Agustus 2021 sebanyak 832.803 orang, 

turun 6.514 orang dibanding Agustus 2020. Komponen pembentuk angkatan kerja 

adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sejalan dengan penurunan jumah 

angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun sebesar -1,48 

persen poin menjadi 63,93 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 748.610 orang, 

menurun sebanyak 7.936 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang 

mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri (1,47 persen 

poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa (1,00 

persen poin). 

Herry Hadi sebagai Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang menyatakan 

bahwa “Pertambahan angka penganguran pada 2020 disebabkan adanya PHK massal 
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dari perusahaan yang merugi akibat covid-19. Selain itu, penambahan angka 

pengangguran juga disumbang oleh angkatan kerja baru yang belum bekerja dan 

kebanyakan merupakan para pendatang yang berpendidikan formal rendah dan 

kemampuan minim.” (Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Herry Hadi dalam 

m.medcom.id) 

Berdasarkan pernyataan yang dimuat pada paragraf sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa salah satu faktor tingginya angka pengangguran yaitu dimana angkatan kerja 

tidak memenuhi syarat yang diminta oleh dunia kerja yang disebabkan oleh 

pendidikan dan keterampilan rendah. Hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan 

rumah bagi pemerintah untuk mampu menanggulangi permasalahan pengangguran 

yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja 

yang ada. Tenaga kerja di Indonesia termasuk Kota Palembang masih banyak yang 

berpendidikan rendah. Minimnya akses penddikan dan semakin mahalnya biaya 

pendidikan setiap tahun menjadi akar masalah yang perlu dituntaskan. 

Dinas Ketenagakerjaan merupakan wujud dari adanya sektor publik yang 

berfokus pada masalah dan perencanaan ketenagakerjaan yang ada di suatu wilayah. 

Perencanaan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan bahwa 

perencanaan kerja meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan 

termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industri, kondisi 

lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan kerja dan jaminan sosial tenaga 

kerja. Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan kerja dengan tujuan untuk 

membantu mempersiapkan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka-angka 

pengangguran yang ada di Indonesia. 
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Pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan pada dasarnya 

sangat dibutuhkan untuk daerah Kabupaten/Kota agar masyarakat sekitar dapat 

memperoleh keterampilan untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan sehingga 

pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Sumatera 

Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang cukup besar, namun SDM yang ada belum optimal karena 

masih banyaknya jumlah pengangguran. Kebutuhan lowongan kerja tumbuh lebih 

cepat daripada lowongan kerja yang tersedia, sehingga lowongan kerja yang ada saja 

tidak akan mampu menampung pencari kerja, karena terbatasnya tingkat kompetensi 

keterampilan yang pencari kerja tersebut. Berikut data mengenai pencari kerja 

(pencaker) terdaftar Kota Palembang dari tahun 2019-2021 : 

Tabel 1. 1 
PencariKerjaTerdaftarTahun 2019-2021Kota Palembang 

Pendidikan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Orang) 
Tertinggi 

yang 
Ditamatkan 

Laki-Laki Perempuan 
Laki-laki dan 
Perempuan 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Tidak/Belum 
Pernah 
Sekolah 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Tidak/Belum 
Tamat SD 1 - - 17 - - 18 - - 

Sekolah 
Dasar 

53 
49 716 101 58 197 145 107 913 

Sekolah 
Menegah 
Pertama 

 
357 

 
190 

 
205 

 
457 

 
108 

 
77 

 
773 

 
298 

 
282 

Sekolah 
Menengah 
Atas 

 
8607 

 
4542 

 
7419 

 
5768 

 
2859 

 
3308 

 
13302 

 
7401 

 
10727 

Sekolah 
Menengaah 
Atas Kejuran 

 
1786 

 
1443 

 
2844 

 
1132 

 
598 

 
839 

 
839 

 
2041 

 
3683 

Diploma 
I/II/III/Akade 
mi 

 
827 

 
427 

 
582 

 
1302 

 
245 

 
518 

 
518 

 
672 

 
1100 

Universitas 2133 1269 1557 2784 1001 1048 1048 2270 2605 
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Jmmlah 
13764 7792 

0 
1332 

3 
1156 

1 4869 5987 5987 
1278 

9 19310 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 2019- 
2021 

Para penganggur tidak hanya berasal dari ibukota tetapi juga banyak dari 

daerah kabupaten. Secara teori, terjadinya pengangguran disebabkan karena 

kelebihan penawaran angkatan kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja 

yang ada dipasar kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja yakni penduduk usia 

kerja ysang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan 

pengangguran. Penduduk usia kerja yakni penduduk yang berusia 15 (lima belas) 

tahun atau lebih. Kurang aktifnya para pencari kerja dalam mencari informasi 

tentang ketenagakerjaan, kurang adanya sosialiasi dari dinas terkait tentang 

ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja yang cukup besar dibanding kesempatan 

kerja yang ada, rendahnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, dan belum 

selaras dan adanya kesenjangan (gap) yang sangat besar antara dunia industri dengan 

pendidikan dan pelatihan yang berkepanjangan sampai saat ini. 

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

penghasilan agar kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya terpenuhi. Oleh 

karena itu hak atas pekerjaan adalah hak asasi manusia yang melekat di setiap diri 

manusia tersebut kemudian wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini terdapat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 

(2) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pernyataan diatas juga 

berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 

5 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang 

sama   tanpa   diskriminasi untuk   memperoleh   pekerjaan.   Bagian   terpadu   dari 
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pembangunan nasional ialah pembangunan ketenagakerjaan yang memiliki 4 (empat) 

tujuan seperti didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

pasal 4, yakni : 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 
dan manusiawi; 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 
daerah; 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
 

Penyelenggaraan pelatihan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 9 yang menyatakan pelatihan kerja 

diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi guna meningkatkan kemampuan, produktivitas. 

Selanjutnya dalam hal tata cara pelaksanaan pelatihan yang diberikan oleh Balai 

Latihan Kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pada pasal 10 ayat 1 yang menjelaskan pelatihan kerja yang 

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, dan pada ayat 2 dijelaskan pelatihan 

berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada kompetensi kerja. 

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang meliputi kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, pada akhirnya semua aspek ini harus 

dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Pada 

hakikatnya pengelolaan pelatihan kerja harus dijalankan sesuai tugas pokok serta 

fungsinya dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada 

pencapaian tingkat kinerja tertentu. Berarti bahwa, dalam hal ini Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang harus melakukan pengelolaan pelatihan kerja 
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sesuai sasaran, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan yang 

berlaku agar dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan 

peayanan yang berorientasi paada kepentingan pubik. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari peaksanaan suatu 

kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 

Setiap organisasi publik pada dasarnya membutuhkan kinerja untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

organisasi. Tujuan organisasi ini dapat menjadi tolak ukur dalam menilai hasil akhir 

yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau kegiatan dijalankan selama kurun waktu 

tertentu dan pencapaian prestasi kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing. Untuk mengetahui suatu kegiatan yang telah dilaksanakan baik atau 

tidak, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja tersebut. 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah ada antara rencana 

dan praktik di lapangan. Hal ini menyangkut sejauh mana rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya telah tercapai oleh organisasi, mengetahui apakah waktu yang 

ditentukan sesuai dengan pelaksanaan saat berada di lapangan. Pengukuran kinerja 

sektor publik difokuskan pada sisi pelanggan yang tidak terletak pada input dan 

proses pada sisi hasil. Dimana yang menjadi tolak ukur nantinya adalah sejauh mana 

organisasi publik itu mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Adapun 

salah satu bentuk harapan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini adalah harapan 

dan keinginan masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan melalui 

pemenuhan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus memperoleh keterampilan guna 

memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Pelatihan Kerja Kerja Nasional di Daerah pada BAB IV Penyelenggaraaan Pelatihan 

Kerja dijelaskan bahwa pengelolaan pelatihan secara umum meliputi kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, 

untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, suatu penyelenggara pelatihan 

minimal harus melakukan 4 (empat) tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan Analisa Kebutuhan Pelatihan 
 

Analisa kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis/TNA) atau istilah lain 

yang memiliki pengertian yang sama adalah suatu proses mengetahui/analisa untuk 

mengetahui atau mengetahui kinerja yang dimiliki calon tenaga kerja (kondisi aktual) 

dan kinerja yang diharapkan mengisi lowongan yang tersedia (kondisi optimal). 

Perbedaan atau kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dan kondisi optimal itulah 

yang dimaksud dengan kebutuhan latihan. 

2. Menyusun Rencana Program Pelatihan 
 

Rencana program pelatihan merupakan proses penyusunan jumlah dan jenis 

sumber daya yang diperlukan dalam implementasi program pelatihan. Mengacu 

kepada hasil TNA, khususnya yang harus direspon dengan pelatihan, setiap 

penyelenggara pelatihan harus menyusun rencana program pelatihan. Program 

pelatihan yang disusun berdasarkan hasil TNA, seharusnya menggunakan Standar 

Kompetensi Kerja (SKKNI, Standar Khusus, Standar Internasional) sebagi acuan, 

sehingga dapat dilakukan secara efektif. Program pelatihan yang mengacu pada 

Standar Kompetensi Kerja: dapat di desain dengan 4 (empat) pendekatan yaitu; 

kualifikasi, okupasi, kluster kompetensi bahkan unit kompetensi. 
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Rencana program pelatihan yang di susun meliputi informasi tentang: 

penetapan tujuan dan sasaran; penetapkan kriteria dan persyaratan peserta pelatihan; 

penetapkan target group dan jumlah peserta pelatihan (individu atau kelompok); 

penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan (merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, materi dan bahan pelatihan serta metode yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan); 

penyiapan materi pelatihan (yang relevan dengan tujuan pelatihan), biasanya 

merupakan modul pelatihan (terdiri atas 3 buku: buku informasi, buku, kerja dan 

buku penilaian); penetapan metode pelatihan; penetapan instruktur/fasilitator 

pelatihan (sesuai kompetensi dan kualifikasi); penyusun jadwal pelatihan (waktu 

pelatihan sesuai dengan tujuan, materi pelatihan dan capaian kompetensi setiap 

peserta); penetapkan rencana evaluasi program pelatihan; penyiapan bahan, fasilitas 

dan peralatan pelatihan; penyiapan sumber dana pelatihan. 

3. Melaksanakan Pelatihan 
 

Sesuai dengan rencana program pelatihan yang telah di susun, tahapan 

selanjutnya yang dilakukan adalah: 

a. Melakukan rekrutmen peserta 
 

Bertujuan untuk menseksi calon peserta pelatihan yang memenuhi syarat. 

Proses seleksi meliputi: pendaftaran, seleksi calon peserta dan pengumuman hasil 

seleksi calon peserta. Seleksi dapat dilakukan dengan tes tertulis, demo, wawancara, 

verifikasi dokumen. 

b. Melaksanakan Pelatihan 
 

Sebelum pelatihan, sebaiknya instruktur/fasilitator membuat kondisi peserta 

agar siap mengikuti, antara lain dengan membuat peserta nyaman, menyampaikan 
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posisi dan peran tugas masing-masing, serta memahami pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki peserta (initial test). 

Menyampaikan sesi pelatihan, yaitu menfasilitasi peserta pelatihan untuk 

memahami setiap materi pelatihan. Untuk itu setiap instruktur/fasilitator dalam 

penyampaian pelatihan seharusnya antara melakukan pengenalan, ringkasan 

pelatihan (memadatkan dalam beberapa poin penting), dan melakukan demonstrasi. 

Tersedia paling sedikit 1 (satu) orang instruktur bersertifkat kompetensi 

minimal selevel atau di atas dari masing-masing kejuruan yang dilatih. Tersedia 

paling sedikit 2 (dua) orang tenaga pelatihan di setiap lembaga. 

c. Penilaian peserta 
 

Untuk mengetahui kemampuan dari setiap peserta pelatihan, 

instruktur/fasilitator harus melakukan penilaian/uji berdasarkan capaian standar 

kompetensi (kinerja yang di persyaratkan). Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip- 

prinsip dasar penilaian.   yaitu: valid, reliable, flexible dan fair. Penilaian peserta 

dapat dilakukan secara formatif, sumatif atau holistik dengan pendekatan: penilaian 

sendiri, portofolio, atau obervasi langsung. Peserta pelatihan yang dinyatakan 

memenuhi seluruh capaian kompetensi kerja yang dipersyaratkan, dinyatakan lulus 

dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Sedangkan peserta pelatihan yang 

dinyatakan tidak memenuhi seluruh/sebagian capaian kompetensi kerja yang 

dipersyaratkan, diharuskan mengikuti proses pelatihan terhadap unjuk kerja yang 

dinyatakan belum lulus. 

d. Melakukan Evaluasi Program Pelatihan 
 

Evaluasi pogram pelatihan merupakan upaya untuk mengetahui dan menilai 

efektifitas pencapaian tujuan program pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi yang 
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dilakukan meliputi: evaluasi materi pelatihan, evaluasi insruktur dan tenaga 

pelatihan, evaluasi fasilitas dan sarana pelatihan, evaluasi sistem dan metode, 

evaluasi keluaran pelatihan. 

Pada dasarnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang melihat kondisi para 

pencari kerja yang belum memenuhi standar kompetensi kerja yang dibutuhkan dan 

melakukan peningkatan dari berbagai hal baik dari sisi kurikulum yaitu jenis 

kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja maupun dari program sisi yang 

berbasis teknologi. Kejuruan ini merupakan bagian dari keahlian-keahlian yang 

ditawarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang untuk diikuti oleh peserta 

pelatihan sebagai pembekalan dasar untuk bersaing di dunia kerja. Untuk kejuruan 

yang disediakan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang sejak awal 

tahun 2017 sudah sangat bervariasi seperti terdapat jenis kejuruan keahlian yaitu las, 

listrik, kecantikan, AC, menjahit, dan sepeda motor. Sedangkan pada tahun 2021 ini 

ada penambahan 1 (satu) jenis kejuruan baru yaitu kejuruan desain grafis. Adapun 

daftar jenis kejuruan keahlian pelatihan kerja berbasis kompetensi di Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2021, sebagai berikut : 

Tabel 1. 2 
Jenis KejuruanPelatihanKerjaBerbasisKompetensi di Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Palembang Tahun 2017-2021 
Jenis Kejuruan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

2017 2018 2019 2020 2021 
1. Pengelasan 
2. Kecantikan 
3. Listrik 

1. Tata Rias A 
2. Tata Rias B 
3. Menjahit 

Pakaian 
Dasar A 

4. Menjahit 
Pakaian 
Dasar B 

5. Kejuruan 
Mekanik 
Junior 

1. Pengelasan 
SMAW 1G 

2. Pemasangan 
Listrik 
Bangunan 
Sederhana 

3. Servis Sepeda 
Motor 
Konvensional 

4. Teknisi 
Refrigerasi 

5. Penjahitan 

1. Pengelasan 
SMAW 1G 

2. Pemasangan 
Listrik 
Bangunan 
Sederhana 

3. Servis Sepeda 
Motor 
Konvensional 

4. Penjahitan 
Pakaian 
dengan Mesin 

1. Pengelasan 
SMAW 
1G 

2. Teknisi 
Listrik 

3. Teknisi 
Sepeda 
Motor 

4. Operator 
Menjahit 
Pakaian 
Jadi 
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  Pakaian 
dengan Mesin 

6. Tata 
Kecantikan 
Rambut 

  

Sumber: Dokumen Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2021 
 

Berdasarkan kejuruan tersebut, setiap angkatannya Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Palembang sejak tahun 2017- 2021 hanya membuka satu pelatihan dengan 

jumlah peserta sebanyak 16 orang. Adapun untuk tahun 2021 yang terbaru ini, Dinas 

Katenagakerjaan Kota Palembang sudah menerima pendaftaran peserta 183 orang 

dan meluluskan peserta sebanyak 64 orang yang diharapkan lebih meningkat di tahun 

depan. 

Dalam hal pendaftaran pelatihan kerja berbasis kompetensi, untuk mengikuti 

jenis kejuruan pelatihan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, pihak 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang membuka pendaftaran secara online melalui 

alamat email pendaftaranpelatihankpk@gmail.com, kemudian peserta yang lulus 

verifikasi dokumen akan dihubungi melalui telepon oleh panitia. Adapun persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh calon peserta pelatihan adalah menyiapkan fotokopi KTP 2 

lembar, fotokopi ijazah 2 lembar, pas foto 3x4 dengan latar merah 4 lembar, dan 

tidak dalam ikatan kerja pada instansi lain. (Sumber : akun instagram 

@palembang.disnaker). 

Dalam pelaksanaan program pelatihan setiap kejuruan memiliki instruktur dan 

asisten instruktur yang terdiri dari 1 instruktur utama dan 1 asisten instruktur. 

Selanjutnya dalam memberikan materi pelatihan, setiap kejuruan memperoleh 

beberapa materi yang sama yaitu materi fisik, mental dan disiplin, materi motivasi 

kerja, materi keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat materi ini merupakan yang 

diberikan untuk semua jenis kejuruan melalui instruktur khusus. Sedangkan untuk 
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teori yang terkait dengan masalah praktik, materi yang diberikan disesuaikan dengan 

masing-masing jenis kejuruan. 

Dalam hal fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang terhadap peserta pelatihan adalah dengan memberikan uang transportasi, 

konsumsi untuk makan siang, alat tulis dan baju olahraga. Sedangkan untuk menjaga 

sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang sebelum 

melakukan mesin-mesin yang digunakan untuk melewati pelatihan terlebih dahulu. 

Sedangkan apabila ada kerusakan pada mesin saat berlangsungnya pelatihan. Maka 

kegiatan layanan akan dilakukan oleh pihak instruktur yang bersangkutan. Dalam 

pendistribusian tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tidak 

melakukan penyebaran tenaga kerja secara langsung, tetapi kerja yang dilakukan 

dengan koordinasi pihak terkait yang nantinya akan disalurkan kepada pihak 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang dengan lapangan kerja yang 

dibutuhkan. 

Pada dasarnya peserta yang mengikuti pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Palembang setiap tahunnya cukup banyak. Hanya saja adanya kendala dari segi 

anggaran yang menentukan kuota peserta tiap kejuruan pelatihan yang menyebabkan 

penerimaan peserta mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan data tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 1. 3 

PesertaPelatihan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2020-2021 

Peserta Pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2020 

 
Kejuruan 

 
Jumlah 

Pendaftar 

Jumlah Siswa Penempatan 
 

L 
 

P 
 

Jumlah 
L P 

Formal 
Non 

F 
Formal 

Non 
F 

Pengelasan 
SMAW 1G 92 16 0 16 - 16 - 0 



14 
 

 
 
 

Pemasangan 
Listrik 
Bangunan 
Sederhana 

 
95 

 
16 

 
0 

 
16 

 
- 

 
16 

 
- 

 
0 

Servis Sepeda 
Motor 
Konvensional 

 
67 

 
16 

 
0 

 
16 

 
- 

 
16 

 
- 

 
0 

Penjahitan 
Pakaian dengan 
Mesin 

 
71 

 
1 

 
15 

 
16 

 
- 

 
1 

 
- 

 
15 

Jumlah 325 49 15 64 - 49 - 15 
Sumber: Dokumen Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2020 

 
Data Peserta Pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2021 

 

 
Kejuruan 

 
Jumlah 

Pendaftar 

Jumlah Siswa Penempatan 
 

L 
 

P 
 

Jumlah 
L P 

Formal 
Non 

F Formal 
Non 

F 
Pengelasan 
SMAW 1G 

48 16 0 16 - 16 - 0 

Teknisi Listrik 50 16 0 16 - 16 - 0 
Teknisi Sepeda 
Motor 

45 16 0 16 - 16 - 0 

Operator 
Menjahit 
Pakaian Jadi 

 
40 

 
0 

 
16 

 
16 

 
- 

 
0 

 
- 

 
16 

Jumlah 183 48 16 64 - 48 - 16 
Sumber: Dokumen Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2021 

 
Berdasarkan data tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya 

penurunan jumlah pendaftar. Jika pada tahun 2020 Dinas Ketenagaerjaan Kota 

Palembang mencapai 325 pendaftar, namun untuk tahun 2021 hanya terdapat 183 

pendaftar. Hal ini disebabkan penganggaran yang lebih sedikit. Selain itu, kendala 

penerimaan peserta karena Dinas Ketenagaerjaan Kota Palembang yang hanya 

menyediakan sedikit kuota dan rekrutmen kurang terbuka. 

Berdasarkan hasil observasi awal terkait dengan pengelolaan pelatihan kerja 

berbasis kompetensi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota palembang ditemukan 

kesenjangan, sebagai berikut: Pertama, sistem penerimaan peserta masih dengan 

sedikit kuota dikarenakan terbentur anaggaran yang ada. Dimana peserta untuk satu 
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ruang kelas terbatas dengan 16 orang sedangkan peserta yang mendaftar melebihi 16 

orang. Misalnya, pada tahun 2020 peserta pelatihan yang mendaftar di kejuruan 

Penjahitan Pakaian dengan Mesin sebanyak 71 orang sehingga sisa peserta 55 orang 

dijadikan sebagai waiting list . Namun dalam hal ini tidak ada kepastian waktu 

kapan peserta akan diundang kembali untuk mengikuti pelatihan. Kedua, 

kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketenagaerjaan Kota 

Palembang, dimana Dinas Ketenagaerjaan Kota Palembang menyediakan hanya 

ruang kelas untuk pelatihan, tidak terdapat pemisahan ruang teori dengan ruang 

praktik, maupun prasarana pendukung lainnya seperti asrama maupun mushola 

sebagaimana terdapat pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja ayat 2 yang menyatakan 

bahwa standar prasarana BLK terdapat gedung kantor, ruang teori, ruang praktik 

maupun prasarana pendukung lainnya. Ketiga, kekurangan sumber daya manusia 

yang ada di Dinas Ketenagaerjaan Kota Palembang dalam hal ini jumlah 

kepegawaian terutama instruktur terlihat dari tabel daftar seluruh instruktur Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang, sebagai berikut : 

Tabel 1. 4 
Instruktur di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

Nama/NIP Pangkat Kejuruan Pendidikan 
Jenis 

Kelamin 
Nasution, 
ST/19870707201 
0011003 

Penata Muda TK 
I/III b 

 
Instruktur LAS 

 
S1 

 
Lak-laki 

M. Antok Dwi 
Raharjo, 
ST/19820928201 
0011013 

 
Penata Muda TK 

I/III b 

 
Instruktur LAS 

 
S1 

 
Lak-laki 

Ivan 
Adesmansyah 
Mulkan, 
ST/19831212201 
3011001 

 
Penata Muda TK 

I/III b 

 
 

Instruktur AC 

 
 

S1 

 
 

Lak-laki 

M. Pur Riadi, Penata Muda/III a Instruktur LAS D III Lak-laki 
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A,Md/198807302 
010011003 

    

Sumber: Dokumen Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua instruktur adalah 

PNS dari BLK Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dan tidak semua instruktur 

yang mengajar pada peaihan kerja ynag dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan yang ada. 

Dikarenakan jumlah instruktur PNS yang belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, 

dimana jumlah jurusan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dibuka oleh BLK 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang saat ini begitu bervariasi, namun instruktur 

PNS dari BLK Dinas Ketengakerjaan Kota Palembang masih kurang sehingga 

meminta bantuan instruktur dari LPK swasta (non PNS) ataupun dari BLK Provinsi 

Sumatera Selatan. Ditambah dengan hasil temuan di lapangan bahwa metode dan 

materi yang diberikan oleh tiap-tap instruktur dalam hal ini termasuk motivasi, ada 

yang belum terlaksana seperti penyediaan modul pembelajran selama pelathan. 

Berdasarkan pada data dilapangan, telah terdapat kesenjanagan diantaranya 

yaitu sistem penerimaan peserta yang masih memliki sedikit kuota, kekurangan 

sarana dan prasarana, dan kekurangan sumber daya manusia terutama instruktur. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Pelatihan Kerja Kerja Nasional di Daerah pada BAB IV Penyelenggaraaan Pelatihan 

Kerja disebutkan bahwa persyaratan peserta pelatihan dan penetapan target group 

dan jumlah peserta pelatihan direncanakan sesuai dengan keadaan kebutuhan 

masyarakat, penetapan instruktur/fasilitator pelatihan (sesuai kompetensi dan 

kualifikasi) dan masing-masing kelas mempunyai satu insruktur sendiri, serta 
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fasilitas dan peralatan pelatihan yang tidak boleh kurang. Maka, perlu untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Evaluasi Keberadaan Unsur-unsur 

Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

yaitu : “Bagaimana Evaluasi Keberadaan Unsur-unsur Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Evaluasi Keberadaan Unsur-unsur Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang”. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

a. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik 

khususnya konesentrasi Manajemen Publik dalam bidang kajian pelatihan kerja 

berbasis kompetensi. 

b. Manfaat Praktis 
 

Adapun manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para 

stakeholder, khususnya dalam Pengelolaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dari 

sudut pandang kajian manajemen publik serta dapat memberikan feedback (umpan 

balik) bagi setiap pelaksana khususnya Jabatan Pelaksana Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. 
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